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NDAERAH KABUPATENSAROLANG UN
10 TAHUNZ005 SER! - D NOMOR @ 2

PERATURAK DAERAHKABUPATEN SARCLANGUN

HOMOR : 10 TAHUK 2005
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASIDAKN TATA KERJA
KARTOR EIMASKETAHANAN PANGAN

KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATISAROLARGUHN,

a. bahwe berdasarkan Surat Menteri Pertgnian
Mormor 2341208 /102004 Tentang
Pemartzpan Unit Kerja Ketzhanan Pangan
Daerah;

;. behwa berdasarkan Surat Keputusn Menteri

Pertanian  Nomor  1680/KFH05.21042.2000
Tentang Organies den  Tate  Kera
Departemen Pertenian, telah menetaplan
dinentulnya Badan Bimas Ketzhanan Pangan
di tinglat pusat yang bertugas melaksanalan
penglajian dan pengembangan pangan .
berdasrian kebuakzn Menteri dan’ PeraIuran; o
Perundanq-undangan yang berlaku; e

hahwa berdasarkan pertnmbangan

f s=bagaimana dimaksud huruf a dan b perlu

diatur dengan Peraturan Daerah Tentang
Susinan Organisas dan Tata Kerja Kantor
Bimzs Ketahanan Pangan Kabupaten
Sarolangun .

> Perda Org & Tata Kerja Bimas Ketahanan Pangan i
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. Undang-undang MNomor 43

Tehun 1982
Tentzng Perubahan Atzs Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1874 T»—Ncai’aS ;
Kepegawaian (Lembaran MNsgarz Tahun

15"‘; H_,mnr 188 Tafnbawa*: Lembaran

—

Indang-undang N_».n.;r 54 Tahun 1380
Tsn’:az‘ag Pembentukan Kabupaten
Sarclengun, Kabupaten Tebo, kKabupaten
Muaro - Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Megara Tahun
1889 MNomor 182 Tambzhan Lembaran
Negara Nomer :3803);

i

. Undang-undang MNomor 10 Tzhun 2004

Tentang Pembentulan Peraturan
Perundang undangan (Lembzaran MNegara
Tahun 2004 MNomor 53, Tambahan
Lembaramhegara Nomor 4388);

. Undang-uncang Nomor 32 Tzhun 2004

Tentang Femerintehan Dzerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomar 125, Tambahan
Lemparan Negara Nomor 4437,

Tenteng Perimbangan Keuangan antara
Pemesintah Pusat dan Daerah (Lembaran

'Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan
- Lembaran hegara MNomor 4438); :

. Peraturan ‘Pemerinah Nomor 25 Tahun

2000 Tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Proving sebagai Daerah

QOtonom (Lerrbaran Negara Tahun 2000

Nomor 54, Tambahan Lembaran MNegara

Nomor 3952);
7 Reratumet
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. Undang-undang Nomor 33 Tzhun 2004 -

[3%]

hdenetapkan

. Peraturan Pemerintah Hiu.
Tentang Pedoman Crgan
Dazerah mebaraf’q MNegara Tahun 2003

Ramor M Tembzhan Lembaran Megare
lm’ﬂ& w4z 6

2. Peraturan Dgerah Momor 7 Tahur; 2004
Tentang Suwunan Organiss dan Tak

Kerja Cinzs  Pertanian Kabupaten
Sarolangun {Lembaran Caerah Tahun 2004

Momaor 7 Seri DNomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAH PERWAKILAK RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUH
dan
BUPAT! SAROLANGUH

MEM UTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTAKG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR EIMAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SAROLANGUN.

BAE |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan:
1. Daerah adalah  Daerah  Kabupaten
Sarolangun.

2. Pemerintsh Daerah.........

> Perda Org & Tatu Kerja Bonas Ketahanan Pangan
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Pemerintsh ah adalah kepalzg Dzerah
dan DPRD Kabupatzn Sarolangun.

Repala Dasrah adalah Blpati Sarolenoun.
Dewan Perwakilan Ralyat Daerah adalan
Dewan  Perwakilan  Rakyat yzerah
Kabupatzn Sarclangun

Kantor  adalzh kantor Bimas Keizhanan
Pangan Kahbupaten Sarolangun.

~epala kantor adalzh Kepala Kantor Bimas

£ ;

K
Ketzhanan Pangan Kabupaten Sarolangun.
Kelompok Jabaten  Fungdonal  adalah
Kelompok Jabatan Fungsonal pada Kantor
Bimas Ketshanan Pangan Kabupaten
Saralengun.

BAB 1l

KANTOR BIRMAS KETAHANAN PANGAN

(1}

5

(2]

'Bagian Pertama
Kedudukan Tugas dan Fungsi
FPasal 2

Kantor Eimas <etzhanan Pangan zdalah
unar pelaksena  Pemerintah  Dzerah
Kaoupzaten Sarolangun.

Kantor  Bimes Ketshanan  Pangan
diPimpin oleh ssorang Kepala Kantor
yang berada di bawah dan bertanggung
jawab lengsung kepadz Bupat melalui
SelgetarisCaeran.

Fasal 3..cccecevuvenennn

¥ Perda Org & Tatn Kerja Bunas Ketahanan Pangan 4
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ME MG 1o r
penyelenggaraan pemerintehan KabupskEn
dibidang pengembangan  dan  loordinas
pemantapan Ketzhanan Pangan
©y o
rasal 4
Untul menyelenggaralan gas

sehbagaimana dimaksud pada Passl 3, Kantor

Bimas ketzhanan Pangan meleksanalan

fungs !

a. Membanty  Kepala Daerah dibidang
iugasya;

b. Melakuien  penglgjien, perencanzan,

koordinas, perumusan kebijaksanaan

telnis pengembangan, pemantauzan dan
pengendalien sssuai dengan linglungar
tugasiya:

Memberilan pelavanan penunjang

penwelenggaraan Pemerintah Daerah;

d. Melakulen pengawasan dan pemantauan
terhacap nelaksanaan normea dan dandar
pengadaan, pengelolaan dar
pendigribusan bahan matkanan.

©

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Suauinan  Organisad  Kantor  Bimas
Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun
terdiriatas:
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1. Kepalz
2 Sub Ez
3. Seks K

Pzangan
4 Sekd Distribud dan Harga Fangan
5 Sekd Kewsspadazan Pangandan Gzl
6 KelompokJabatzn Fungsona!

(7). Bagan Stultur Organisss Ranior Birma s
Ketshanan Pangan adalah %tdgalmarc
tercanturn pada Lampiran Randngan
Peraturan Dgerah ini.

(3} Lampiran dimzksud pada ayat (2) Pa=l
ini merupalen Bagien yang tdak
terpisahi@n dari Rancangan Peraturar
Daerah int.

)
Bagian Ketiga
Suh Bagian Tata Usaha
Pasal §

Sub Bagizn Tat Usaha mempunyal
tugas melaksanakan adminigras umum dan
tats laksanan, perencanaan, pengelalaan
urusan  keuangan, kepegawaian, hulum,
huburigan kemasyarakatan dan urussn lainnya
yang tidak termasuk dalam tugas dan fungs
sz ks.

Pasal 7

* Dalam menyelenggarakan ugas
szhagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sub
Bagian Tata Ussha melaksanakan fungs:

2. Membentu...

¥ Ferda Org & Tata Kerja Buonas Ketahanan Pang
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anmt

an Fela aurae*'s‘
N openywiaunan dan
3 keuangan,

~d

dan fatzlzksanz pengertan
Tir dan adminigras rrep»:as 2 a.w;

AiE%y

=

o
(W
3
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d jﬁ, lekuian pengeslolaan surat menwrat
kezrapandolumente g, kehumassn
perpusakgan danpenyusunan.

Bagian Keempat

Ceksi Ketersediaan dan
Kelembagaan Fangan
Pasal 8

Seks Ketersdiaan dan Kelembagam
Ffangan mempunyail tugas membanty Kepzk
Kantor dalam melaksanakan penyiapa
perumuszn, identifilas, pemantauzn mengenal
kebutuhan pangan, penvediaan pangan dan

cadargan pzngan daerah sertz pengembangan
pangan okl

Pasal 9
Qa lam menyelenggarakan ugas
szbagaimana dimaksud Pasal 8, Seks

Keterediaan dan Kelembagzan P
z] angan
melaksanalkan fungs : s ’

& Membantu....

~1



a. Membanwu Kepala  Kanwr  dibidang
fugz sive,

b. Melzkuien pelakssnaan | ka =

meneta“'urs dandar kebutihan

dalam perencanaan  kebutuhen  dan
pengadaan pangan;

6 fxr':asqmie'x f:e'rowtauan dan pengamatan
ketereadiaan pangan wilz yah
KemmaenDesa:

d. Melakulen  pelaksanaan pemdsinzn,
penerapan pndo'nan dan pengembzngar
tekacicgi pangan lokal dan bahan pangan
alternatif

Bagian Kelima
Seksi Distribusi dan Harga Pangan

Pasal 10
Seks Digribus dan Harga Panga
mempunyai tugas memzantzau dan

mengzaman<en kehijgkan harge sasr =ra
harga pzngan yang lavak pengembanga
ssem digrious pangan, kerja sama anta’
lembzga dan <sandar bahan pembinaan
kelembagaan.

Pasal 11
Dalam menyelenggaralan tugas

sehagezimane dimaksud padz Pasel 10, Sekd
Distribus cdan Harga Pangan melaksanakan
fungsd :
a. Membaniu Kepala Kantor dibidang

- tugasya,
b. Melaku'en penyelenggaraan pemantauan

. danpengamanan lkebijakan harga dasar

panganvyang layakbagimasrarakat;

¥ Perda Org & Tati Kerja Bunas Ketahanan Pangari &

¢ Melakulen penetspan  sandar  bahan
wembangan pola sgem  digribus
d. Melakuien penyelengoarasn kel S8R
aniar lembage  dalan mhangan
didgribu s pangan
Eagian Keenam
Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Pasal 12
Seks Kewasgpadsan Pangan dan G
mempunyai tugas me lz ksana kan
pengemhangan kews Sadaan pangan dan gizl
szria semantauan gan evaluas

Dalam menyelenggarakan tugas
s=haczimanz dimeksud Pasal 12, Seks
Kewaspaczan Pangan dan Gizi melz wanakan
furgs :

a. Membant Kepalze Kanto-  dibidang

tuga oiyz,

b. Melaksian penyuunan rencana
pengemh/angan kawaspadaan pangen dar
Qld

o, Melakukan penyiapan pedoman petunjuk
pelaksanaan den petunjuk taknis sgem
kewa spadaan pangan dan gizi; _

d. Membuat Neraca BahanMakanan (NBM).

Bagisn Felwuh .

¥ Perda Orgd: Tata K Ferja Bonas & sas Kotadunan Fangan



Bagian Ketujub

Keicmpok Jabatan Fungsional
Pasal 14

Kelompok  Jabatan Fungdonal
unyal tugas meleksanakan sehagian
urusen Kantor Bimas Ketahanan Pangan
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Pasal 15

Unwk melaksanalan tugas ssbagaimana
dimaksud dalam pasal 14, Kelompok Jakatan
Fungsonal terdiri dari tenaga-tenags dalam
jenjang Latan Fungsonal yang dipimpin oleh
tenaga Fungsonal =nior s2laku Ketua
Kelompok, yang herade dibawsh dar
berfanggung jlawab kepezda Kepalz Kantor.

BaB il

ESELOHERING, PENGAKGCKATAN
DAM PEWMEERHENTIAH CALAR JABATAN
Pasal 16

(1) Kepele Kantor dianglat dan diberhentikan
uleh Bupatiatas usul SelretarisDeerah.

(2} Penganglatan dan pemberhentan pejabat
yang herada dibawah Kepala Kanfor,
dilakikan oleh Bupat atas uwl Kepabk

_ kantor melalui SelretarisDaerah.

» Perda Org & Tatw Kerju Bimas Ketahanan Pangan 10

LB
TATA KERJA

Pasal 18
(1. Dalar melaksanakan  tgasyE
Oroznisss dar Tatz Kerja Kantor Bimas
Ketananen Pznaan Kahupaten

Sarolapgun  harus menerapkan pringf
Koardinas, Inegres Singhonisas dan
Simplika s dalampeleksanaan Ligas.

{2V, Setiep PFimprnan  stan O;gam;sj
berengiunc  jawab memimpin Gd

meqg oordinadkat «pada bhawahanng
ma S1g-Me 8ng serta memberin

= -

bimhirgan dan petnjuk bagi pelaksanaar
tugasbawahen

BAR YV
KETEHTUAN FENUTUFP
Pasal 19

(1) Dengan berlakunya Feraturan Daerah ini,

" mala Bidang Ketehanan Pangan be=rh
Seky s=bagzimana diatur dalam Peraturan
Dazrah MNomor 7 Tahun 2004 Pasal
101112 dan 13 dicabut dan tidak berlaku
lagi.

e e e e e

% Perda Org & Tata Kerja Bowas Ketakanax Paigui



mengetzhuinye,
Perawran
dalam

e
g dapat

n
memerintzhikan  pengundangan
p

stiap  oras

Daerzh ini, dengan menempatkan
Lembaran Dzerah Kabupaten Sarolangun

Ditstapken di Sarolangun

Pada £nagal 2005
BUPATISARCLANGUHN,

Dto

H. MUHAMRMIMAD MADEL

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Fakyat Daerah Kabupatn
Sarolangun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Caerah Kabupaten Sarolangun.

Nomor 19 Tahun 2605
Tanggal 18 September 2005
Tentang Sereetujuan DPRE Kab. Sarolangun

terhadap Rancangan Peraturan Daerah

{Raperda) Kab. Sarolzngun menjadi Peraturan

Daerah (Perda) Kab. Sarolangun Tahun 2005.
Diundangkan. ...

P Porda Org & Tata Kerja Bonas Ketahanan Pangan 12

Seri o
Momor 0

Diundanglan di Sarolangun
Pada tanggal 2004

SEKRETARIS DAERAH
KAEUPATEH SARCLANGUR

Cito

Drs. H. HASAN BASRIHARUN

PEMEINA UTAMA MUDA
NIP. 430 001 24%

¥ Perda Org & Tata Kerja Soags Ketaharar Pargan
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SEKSI SEKSI :
KESEDIAAN DAN DISTRIBUSI DAN HARGA ¥Ews  SEKSI
KELEMBAGAAN PANGAN PANGAN PADAAN PANGAN
- DAN GIZI ‘

BUPATI SAROLANGUN
dto

H. MUHAMMAD MADEL

e e e e e

¥ Porda Crg & Tata Eerja Bunas Ketaharan Pargan



PENJELASAN

ATAS
re
PERATURAN DAERAH KABLFATEN SARCLANGUN

NOHCR 10 TAHUN 2005
TENTANG

PEMEBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERIA KANTOR
BIMAS KETAHANAN PANSAN KABUPATEN SAROLANSUN

1. PENJELASAN UNMUN -

Pembentukan Organisasi dan Teta Kerje Kentor Bimas Ketahanan Pangan Kabupeten
Sarolangun dilaksanakan sebagai konsekeunsi terhadap Keputusan Pemerintah yang lebih tinggi
dan juga sesuai dengan kebutuhan di daerch, dientaranya adalah Keputusan Presiden RT No. 41
Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan, dan sesuci dengan kebutuhan di
daerch, maka penanganan Ketchanan Pangan yang sebelumnye merupokan sebegion tugas dori
Dinas Pertanian sekarang dibentuk berdiri sendiri menjadi Perangkat Daerch setingkat
Kentor. Sehingga masalch pendistribusian dan alur transportasi pangan di daerch ckan lebih
terfokus sesuai denaan basis masyarakat kita yang tingeal di pedesacn.

3

II. PENJELASANPASAL DENI PASAL

Pasal 1 cukup jelas
Pasal 2 cukup jelas
Pasal 3 cukup jeles
Pasal 4 cukup jelas
Pesal 5 cukup jelas
Pasal 6 cukup jeles
Pasal 7 cukup jelas
Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas
Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelos

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas d

Pasal 17 cukup jelas

Pasal 18 cukup jelas

Pasal 19 : Dengan dibentukhya Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun maka
Bidang Ketahanan Pangan beserta seksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah No. 7 Tahun 2004, pada Pasal 10, 11, 12, dan 13 dicabut dan tidak berlaku
lagi.

Pasal 20 cukup jelas



